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PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

NOMOR 33 TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL 

 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

TAHUN 2019 – 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

Menimbang :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) 

dan ayat (11) peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 

tentang Rencana Umum Penanaman Modal maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum 

Penanaman Modal Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 

2019 – 2025;  

Mengingat   :    1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan Sebagai Undang-Undang ( Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 
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 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421);    

 3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  

 4.  Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 5.  Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); 

 6.  Undang - Undang 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

 7.  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 

Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5068);     

 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
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       Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5769 );  

 9.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

 11.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);  

 12.  Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang 

Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);  

 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 
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 14.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 

17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

tahun 2005 – 2025; 

 15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan 

Nomor 068 Tahun 2016 tentang Rencana Umum 

Penanaman Modal  Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2016 – 2025; 

 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah Tahun 2005 – 2025; 

 17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah di 

ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah;  

 18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah  Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 

– 2036; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM 

PENANAMAN MODAL KABUPATEN HULU SUNGAI 

TENGAH TAHUN 2019 – 2025. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1.   Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.  

2.  Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Otonom.  

3.  Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.  

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 

daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

5.  Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.  

6.  Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja atau sebutan lainnya yang 

disingkat Dinas PM, PTSP dan TK adalah Perangkat 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang 

melaksanakan sebagian unsur Penanaman Modal.  

7.  Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal baik oleh penanam modal dalam 

negeri maupun penanam modal asing untuk 
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melakukan usaha di wilayah negara Republik 

Indonesia.  

8.  Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah yang selanjutnya disingkat RUPM 

adalah dokumen perencanaan penanaman modal di 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berlaku sampai 

dengan tahun 2025.  

 

 

BAB II 

FUNGSI RUPM 

Pasal 2 

RUPM merupakan dokumen perencanaan sebagai acuan 

bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan terkait 

dengan kegiatan penanaman modal untuk mensinergikan 

operasional seluruh kepentingan sektoral agar tidak 

tumpang tindih dalam penetapan prioritas.  
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BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 3 

(1) RUPM Tahun 2019-2025 tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini.  

(2)  RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

dengan sistematika sebagai berikut:  

a.  Pendahuluan;  

b.  Potensi Dan Realitas;  

c.  Visi dan Misi;  

d.  Arah Kebijakan Penanaman Modal;  

e.  Indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman dan 

peluang;  

f.  Peta Panduan (Roadmap) investasi Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah yang terdiri dari:  

1.  Tahap I (Periode 2019-2020);  

2.  Tahap II (Periode 2021-2022). 

3.  Tahap III (Periode 2023-2024). 

4.  Tahap IV (Periode 2025).  

g.  Penutup. 

 

 

 

 

 



8 
 

BAB IV 

EVALUASI 

Pasal 4 

(1)  Pelaksanaan RUPM dievaluasi secara berkala oleh 

Kepala Perangkat Daerah Penanaman Modal dengan 

melibatkan Perangkat Daerah terkait.  

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 

(satu) tahun.  

(3)  Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

disampaikan kepada Bupati.  
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah.  

 

 

Ditetapkan di Barabai  

            pada tanggal  29 Juli 2019     

  BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,  

   TTD 

                                             A.CHAIRANSYAH  

 

Diundangkan di Barabai  

pada tanggal  29 Juli 2019  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  

       TTD 

AKHMAD TAMZIL 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019. 

NOMOR 34 
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